
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, dan berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa, maka Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

: 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi J awa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

· Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438} 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATIJEPARA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR S9 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 52 TAHUN 

2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

/ 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

------------------·-----··-· 



(1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas 
sebagai koordinator PPKD. 

(2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

APBDesa. 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan 

rancangan perubahan APBDesa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa 

ten tang APBDesa, perubahan APBDesa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Petinggi 
tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran 
APBDesa; 

Pasal 6 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53), diubah sebagai berikut; 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 52 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1367); 

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 
ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 
30); 

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor 20); 



(1) Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Petinggi. 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan Petinggi kepada BPD untuk 
dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. 

Pasal 34 

3. Ketentuan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(2) huruf b, terdiri atas jenis: 
a. dana Desa; 
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten; 
c. alokasi dana desa; 
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten 
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikelola dalam APBDesa yang diterapkan dalam 
ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) 
dan paling banyak 30°/o (tiga puluh persen). 

Pasal 14 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 
sebagai berikut: 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Carik 
mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDesa. 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan; 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 



5. Ketentuan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), 
sehingga berbunyi se bagai beriku t: 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah 
dievaluasi ditetapkan oleh Petinggi · menjadi Peraturan Desa 
tentang APBDesa. 

(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Petinggi menetapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang 
penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan 
Desa tentang APBDesa. 

(4) Petinggi menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan 
Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

(4a) Apabila Perdes APBDesa ditetapkan melampaui waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau ditetapkan pada 
tahun berjalan, maka Petinggi dan Ketua BPD beserta anggota 
dikenai sanksi tidak dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan 
sampai dengan ditetapkannya APBDesa. 

(4b) Anggaran Penghasilan tetap dan tunjangan yang tidak dibayarkan 
sampai dengan penetapan APBDesa sebagimana dimaksud pada 
ayat ( 4a) dapat dialihkan pada kegiatan lainnya melalui 
perubahan APBDesa Tahun berkenaan. 

Pasal 39 

4. Ketentuan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4a) dan 
ayat (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan 
Oktober tahun berjalan. 

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa yang disampaikan Petinggi, Pemerintah Desa 
hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 
pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. 

(4a) Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR ... ?..9 

,--- 
EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal , !2. o~~ber f)O\ 9 

Plt. BUPATI JEPARA, 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal l ~ ~Aer 8-0lJ 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
dilaporkan Petinggi kepada Bupati lewat Camat. 

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada 
Gubemur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui 
Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
pengendalian penyaluran dana transfer. 

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp 
5.000.000,- [lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan 
operasional Pemerintah Desa. 

(4a) Khusus untuk Desa di wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kaur 
Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp 
15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan 
operasional Pemerintah Desa. 

Pasal 44 

.......----------------------·-·- --··-· 


